BAB II

KERANGKA TEORITIK 

A. Jual Beli 

1. Pengertian Jual Beli.
Jual beli yang berarti melakukan transaksi berupa tukar menukar barang baik berupa barang yang dijualkan kepada pembeli dan dibayar secara uang tunai atau menukar-kan (Mu’awadhah) dengan barang yang sesuai dari permintaan dari kepemilikan barang (‘Ain) maupun berupa jasa (Manfa’ah) dan penetapan menurut pelaksanaan Jual Beli. Jual beli menurut istilah terdiri dari jual dan beli, yang berarti al-Bai’ dan at-Tijarah yang berarti tukar menukar menurut proses pada hak kepemilikan baik barang maupun menggunakan uang tunai yang dilakukan dalam satu kejadian
. Sebagaimana Allah Swt berfirman (Q.S al-Fathir ayat 29).

اِنَّ الَّذِيْنَ يَتْلُوْنَ كِتٰبَ اللّٰهِ وَاَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَاَنْفَقُوْا مِمَّا رَزَقْنٰهُمْ سِرًّا وَّعَلَانِيَةً يَّرْجُوْنَ تِجَارَةً لَّنْ تَبُوْرَۙ - ٢٩
Artinya:

Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca Kitab Allah (Al-Qur'an) dan melaksanakan salat dan menginfakkan sebagian rezeki yang Kami anugerahkan kepadanya dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perdagangan yang tidak akan rugi (29).

Dalam Islam terhadap jual beli merupakan hal yang dibolehkan dalam syariat dan tidak membenci jual beli, jual beli merupakan Wasilah atau berbuat pada suatu kebaikan dalam melakukan transaksi jual beli sehingga berdampak nilai ibadah akan memperoleh amal kebaikan berdasarkan ketetapan dari persyaratan-persyaratan, rukun-rukun dan lain sebagainya yang bersangkutan dalam Kaidah Islam. Menurut dalam Kitab Kifayatul Ahyar menyebutkan definisi tentang jual beli yaitu: “memberikan sesuatu karena ada pemberian (imbalan tertentu)”
. Adapula menurut pendapat Syekh Zakaria al-Anshari jual beli yaitu: “Tukar Menukar sesuatu dengan yang lain. Sayyid Sabiq dalam Kitab Fiqh Sunnah menerangkan jual beli secara etimologi bahwa jual beli berdasarkan pendapat definisi lughawiyah ialah saling menukar (pertukaran)
.

Menurut pengertian umum jual beli adalah transaksi antara dua perjanjian yang berupa barang atau jasa, atau transaksi berdasarkan kebutuhan penjual kepada pembeli. Dasar pertukaran dengan penerima, penjual itu sendiri. Mengenai jual beli, KUH Perdata mendefinisikan jual beli sebagai perjanjian “kontrak”, dalam bahasa Belanda “verbintenis” adalah bentuk hubungan atau ikatan antara pihak pertama dengan pihak atau pihak kedua, yang dipenuhi dengan tercapainya kebutuhan akhir yang sama. Dengan demikian terjalin hubungan antara pelaku usaha dan konsumen berdasarkan syarat-syarat yang telah ditetapkan pada awal transaksi jual-beli.

Ada pula ulama yang memberikan pendapat jual beli berdasarkan bagian dan tujuan masing-masing pendapat, yaitu:

Menurut arti jual beli secara umum ialah melakukan transaksi antara dua perikatan berupa barang maupun jasa atau sesuai kebutuhan dari pembeli yang telah disediakan dari penjual yang merupakan kegiatan dalam pelaksanaan suatu transaksi secara tukar menukar kepada pihak penerima, yaitu penjual itu sendiri. Mengenai jual beli, Hukum Perdata mendefinisikan jual beli sebagai ikatan perjanjian “contract” dan dalam bahas belanda “verbintenis” Merupakan bentuk hubungan atau ikatan antara pihak pertama dan kedua atau lebih dengan melakukan suatu tujuan yang sama dalam melakukan suatu memenuhi kebutuhan
. Sehingga terjadilah kaitan antara pelaku usaha dan pelaku konsumen berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan di awal transaksi jual beli.

Adapula sebagian para ulama fiqih memberikan pendapat tentang jual beli berdasarkan dari bagian dan tujuan masing-masimg pendapat yaitu:

a. Secara terminologi, jual beli menurut ulama Hanafia adalah Tukar-menukar Māl (barang atau harta) dengan Māl yang dilakukan dengan tertentu. Atau tukar-menukar barang yang bernilai dengan semacamnya dengan yang sah dan khusus, yakni ijab-qabul atau Mu’aathaa’ (tanpa ijab dan qabul). Dengan demikian, jual beli satu dirham dengan satu dirham tidak termasuk jual beli, karena tidak sah. Begitu pula, jual beli seperti bangkai, debu, dan darah tidak sah, karena ia termasuk jual beli barang yang tidak disenangi.

b. Imam Nawawi dalam kitab Majmu’ mengatakan bahwa jual beli adalah tukar-menukar barang dengan barang dengan maksud memberi kepemilikan.

c. Ibnu Qudamah dalam kitab al-Mughni mendefinisikan jual beli dengan tukar-menukar barang dengan barang yang bertujuan memberikan kepemilikan dan menerima hak milik
.

d. Imam Syafi’i mendefinisikan Jual Beli ditanggunggkan kepada penjual dan apabila suatu barang yang tiba kepada penjual, maka tidak ada kerugian dan sesuai dari obyek atau barang yang dia tetapkan. Penjualan barang oleh penjual merupakan barang yang kualitas. Apabila objek rusak, maka penjual tidak menanggung selain daripada barang yang dijual, dan hal ini dilarang. Karena ber-akibat pembeli merasakan keberatan terhadap barang tersebut
.

e. Ulama Malikiyyah berpendapat tentang jual beli ada khusus dan umum. Jual beli khusus adalah suatu perikatan tukar-menukar susuatu yang bukan kemanfaatan dan kenikmatan. Sedangkan jual beli Umum adalah ikatan tukar menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan bukan pula kelezatan yang mempunyai daya tarik, permukaannya bukan emas dan perak, bendanya dapat direalisir dan ada seketika, tidak merupakan utang baik barang itu ada di hadapan pembeli maupun tidak, barang yang sudah diketahui sifat-sifat atau diketahui terlebih dahulu.
f. Hasby Ash-Shiddieqy berpendapat tentang jual beli yang merupakan penukarn harta dengan harta orang lain, maka terjadilah penukaran dengan milik tetap.

Kata Bai’ adalah asal kata dari kata Bā’un yang bermakna barang, karena masing-masing pembeli dan penjual menyediakan barangnya dengan maksud memberi dan menerima. Kemungkinan juga karena keduanya berjabat tangan dengan yang lain. Atas dasar itulah, jual beli (Bai’) dinamakan Shafaqah yang artinya transaksi yang ditandai dengan jabat tangan
.

Definisi yang telah dikemukakan dari para ulama’ adalah tukar-menukar barang dengan barang atau uang, yang dalam pelaksaannya penuh kerelaan diantara kedua belah pihak atau lebih yang bertransaksi, dan dengan sendirinya menimbulkan suatu perikatan yang berupa kewajiban timbal balik antara penjual dan pembeli. Sebagian besar ulama’ memperbolehkan jual beli tersebut dengan ketentuan sesuai dasr hukum yang berlaku dan tentunya berlandaskan pada al-Qur’an dan hadits Rasulullah Saw.

2. Dasar Hukum Jual Beli
Jual beli merupakan hal yang tidak dilarang untuk dikerjakan sebagai sarana tolong menolong kepada sesama umat manusia, dan sesuai dengan anjuran dari ajarana dan ketetapan dari peraturang yang berlaku. Sebagaimana Islam tidak melarang adanya jual beli berlandaskan kuat pada al-Qur’an dan Hadits. Landasan hukum pada kegiatan transaksi jual beli diantranya:

a. Al-Qur’an

Landasan dalam al-Qur’an sebagai petunjuk pada hukum islam menjelaskan kepada umat manusia bahwa islam memperbolehkan dalam melakukan transaksi jual beli, dan menjauhkan dari hal yang mudharat. Sebagaimana dalam Q.S. al-Baqarah ayat 275.

اَلَّذِيْنَ يَأْكُلُوْنَ الرِّبٰوا لَا يَقُوْمُوْنَ اِلَّا كَمَا يَقُوْمُ الَّذِيْ يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطٰنُ مِنَ الْمَسِّۗ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ قَالُوْٓا اِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبٰواۘ وَاَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبٰواۗ فَمَنْ جَاۤءَهٗ مَوْعِظَةٌ مِّنْ رَّبِّهٖ فَانْتَهٰى فَلَهٗ مَا سَلَفَۗ وَاَمْرُهٗٓ اِلَى اللّٰهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَاُولٰۤىِٕكَ اَصْحٰبُ النَّارِ ۚ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ – ٢٧٥
Artinya:

Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.

Pada ayat Q.S. al-Baqarah ayat 275.menjelaskan secara tegas atas kehalalan pada jual beli dan melarang atau mengharamkan riba. Allah telah menetapkan segala aturan baik di alam semesta dan dalam kehidupan di muka bumi. Dialah yang maha mengetahui segalanya atas segala hakikat dan kemaslahatan dalam persoalan yang bermanfaat untuk para hambanya. Allah Swt berfirman i(Q.S. An-Nisa’ ayat 29). I
يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَأْكُلُوْٓا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلَّآ اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۗ وَلَا تَقْتُلُوْٓا اَنْفُسَكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا - ٢٩
Artinya :

Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara  kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.

Ayat ini menjelaskan dalam pengelolaan harta harusnya bersifat tidaklah batil. Batil adalah tidak sempurnanya atas suatu aturan terhadap apa yang dikelola sehingga menghasilkan sesuatu yang dituju dengan keluar dari ajaran islam, batil dalam hal akad jual beli salah satunya yaitu menjualkan suatu barang dagangan dengan tidak sempurna dengan adanya cacat atau barang yang haram, seperti Babi, Khamr dan Obat-obatan terlarang. Karena Allah swt melarang keburukan yang telah dilakukan di kehidupan manusia.

b. Hadis

Dasar hukum jual beli dalam Sunnah Rasulullah SAW, di antaranya adalah:
a) Hadits Rifa’ah dan ibn Rafi’ bahwa.
عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ { أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ : أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ ؟ قَالَ : عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ } رَوَاهُ الْبَزَّارُالْحَاكِم
Artinya: 

Dari Rafi' bin Khadij dia berkata, "Dikatakan, "Wahai Rasulullah, mata pencaharian apakah yang paling baik?" Beliau bersabda: "Pekerjaan seorang laki-laki dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang mabrur". (HR. Al-Bazzar dan Al-Hakim).

c. Dasar hukum jual beli menurut ijma’
Sebagai makhluk sosial, manusia membutuhkan bantuan makhluk lain dalam pemenuhan kebutuhannya, salah satu caranya adalah dengan jual beli yakni dengan mengganti barang yang dibutuhkan dengan barang lain yang sesuai. Para ulama dan sekaligus umat Islam sepakat tentang dibolehkannya Jual Beli, karena hal ini sangat dibutuhkan oleh Manusia pada umumnya sebagai tempatnya bersosial dan saling memenuhi kebutuhan. Pada dasarnya untuk mencukupi kebutuhan dan keperluan, Seseorang akan mendatangi orang yang ia percayai, begitupula dengan Jual Beli. Apa yang dibutuhkannya kadang-kadang berada di tangan orang lain. Maka manusia saling tolong-menolong untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Maka, tercipatalah kehidupan ekonomi berjalan dengan sebaik mungkin karena yang mereka lakukan menguntungkan kedua belah pihak
.

3. Rukun dan Syarat Jual Beli
Jual beli merupakan kegiatan berdagang dengan tujuan pada pencapaian yang menguntungkan baik yang dilakukan penjual dan juga pembeli berdasarkan barang yang dibutuhkan dari pembeli. Penjualan merupakan suatu amalan transaksi paling berpengaruh dalam dunia perniagaan bahkan secara umum adalah bagian terpenting pada usaha. Bila dalam aturan jual beli itu dianjurkan. Sesungguhnya diantara bentuk jual beli ada juga yang diharamkan dan ada juga yang diperselisihkan hukumnya. Oleh sebab itu, menjadi suatu kewajiban bagi seseorang untuk mengenal hal-hal yang menentukan sahnya usaha jual beli tersebut, mengenal mana yang halal dan mana yang haram dari kegiatan itu.
Persyaratan dalam transaksi jual beli sangat sering sekali ditemukan dalam kehidupan manusia termasuk pada kalangan Umat Islam yang berupa Perjanjian jual beli. Perjanjian jual beli merupakan perbuatan hukum yang mempunyai konsekuensi terjadinya peralihan hak atas sesuatu barang dari pihak penjual kepada pihak pembeli, maka dengan sendirinya dalam perbuatan hukum ini haruslah dipenuhi rukun dan syarat jual beli.

a. Rukun jual beli
Di dalam mazhab Hanafi terkai rukun jual beli terdapat ijab dan qabul, yang menjadikan jual beli sebagai unsur kerelaan antara penjual dan pembeli berdasarkan dari kemauan ijab dan qabul untuk mengapresiasi dengan perkataan atau lisan perasaan saling tukar atau saling memberi (barter atau penyerahan uang dan penerima barang)
. Sedangkan jamhur Ulama’ Rukun Jual Beli harus mencakup empat macam, yaitu:

1) Aqidain (Adanya pihak penjual dan pihak pembeli, orang-orang yang berakad).
2) Ma’qud alaih (Adanya uang dan benda). 
3) Sighat (Adanya lafal ijab dan qabul).
4) Berakal baik jasmani maupun rohani
.
Dalam kegiatan pada suatu jual beli, empat rukun tersebut hendaklah dipenuhi. Apabila rukun tidak dipenuhi, maka perbuatan tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan jual beli. Jual beli dinyatakan sah apabila disertai dengan ijab dan qabul, kecuali dalam hal benar memberi tanpa ada pertukaran suatu benda atau barang. Kegiatan memberi tanpa ada pertukaran benda menupakan hal yang wajar pada kebiasaan dan tradisi masyarakat. Karena cukup dilakukan dengan saling menyerahkan barang atas dasar sama-sama rela.

b. Syarat-Syarat jual beli
Syarat pada jual beli terdapat empat macam agar dapat terpenuhinya pelaksanaannya. Pendapat Imam Mustofa menurutnya terbagi yaitu, akad terpenuhinya syarat (syuruth al-In’iqad), syarat pelaksanaan jual beli (Syuruth an-Nafadz), syarat sah (syuruth as-Sihhah), dan syarat mengikat (Syuruth al-Luzum). Kaidah syarat pada penerapan jual beli bertujuan untuk jual beli diharapkan mendapat kebaikan atas transaksi antara kedua belah pihak antara penjual maupun pembeli.

Syuruth al-In’iqad, yaitu suatu pelaksanaan akad transaksi yang harus dipenuhi pada saat lokasi tempat objek jual beli. Ada empat syarat yang berkaitan untuk barang yang dijadikan objek yaitu:

1) Objek untuk dijadikan transaksi jual beli harus ada, transaksi barang yang belum terlihat atau belum ada tidak sah. Contohnya seperti ikan di laut, binatang yang masih dalam kandungan induknya.

2) Objek berupa barang transaksi jual beli merupakan memiliki nilai harga, halal, dan dapat disimpan hingga dapat digunakan tanpa ada kerusakan.

3) Barang yang di-transaksikan untuk jual beli bukanlah merupakan barang curian, melainkan barang tersebut memang merupkan hak milik sendiri yang secara sah.

4) Barang yang untuk dijadikan transaksi jual beli harus diserahkan. Dalam hal ini transaksi jual beli tidak sah apabila mejual binatang liar, ikan di laut, atau burung yang ada di awang, karena tidak dapat diserahkan.

Syruth an-Nafadz merupakan syarat yang harus memenuhi secara hukum terdapat dua persyaratan yaitu:

a)  Baik dari pihak penjual dan pembeli harus cakap hukum dan merupakan pemilik dari barang yang ditransaksikan untuk melangsungkan jual beli pada suatu benda, dan dapat pula diwakilkan oleh orang lain yang juga merupakan cakap hukum.
b) Barang transaksi merupakan barang yang sah dari pemilik penjual, bukan benda orang lain (barang curian).
Syarat keabsahan terdapat dua macam dalam transaksi jual beli yaitu umum dan syarat khusus, syarat ini masih berkaitan dengan syarat an-nafadz dan al in’iqad namun beberapa sebagian yang ditambah yaitu:

(1) Barang harus ada dan diketahui harganya.
(2) Muaqqat, merupakan akad transaksi jual beli yang tidak bersifat sementara, dan hal ini harus bersifat tukar menukar pemindahan hak untuk selamanya.
(3) Transaksi haruslah tidak ada kebatilan dan membawa keberkahan dan bermanfaat. Jual Beli barang yang sama tidak dianggap sah.
(4) Transaksi tidak dapat diubah atau dirusak seperti menguntungkan salah satu pihak yang tidak dikenal di dalam syara’ sebagaimana kebiasaan masyarakat dalam melakukan transaksi jual beli.
Syurut al-luzum merupakan suatu syarat akad transaksi jual beli yang terpenuhi rukun dan berbagai syarat yang akan mengikat transaksu jual beli menjadi saling mengikat:

(a) Tidak berkaitan dengan transaksi yang bersifat atau syarat yang akan menjadikan tidak mengikat kepada para pihak penjual dan pembeli.

(b) Lepas dari khiyar, akad yang masih bergantung dengan hak khiyar, Selama hak khiyar belum berakhir, maka hak tersebut belum mengikat
.

c. Syarat-syarat Orang yang Berakad dalam Jual Beli. 
1) Berakal
Pelaku penjual maupun pembeli hendaklah berakal sehat (tidak gila, waras, dan keadaan mabuk) dengan penuh kesadaran akan transaksi yang dilakukan secara langsung demi menghindari keberatan dari salah satu pihak yang akan berakibat kelalaian sehingga menjadi rugi diantara salah satu pihak, dan berdampak hukumnya tidak sah pada transaksi jual beli, Anak kecil yang sudah Mumayyiz (menjelang baligh). Sebagaimana dalam penjelasan sebuah hadits riwayat Abu Dawud dan Nasa’I yang artinya: “Dari Aisyah Ra Nabi Muhammad Sallallahu ‘Alaihi Wasallam Bersabda: diangkatnya kalam dari tiga orang (perkara), dari orang yang tidur hingga dia bangun, dari anak kecil hingga Ia Dewasa, dan dari orang gila hingga Ia Berakal/sembuh dari gilanya. (HR Abu Dawud dan Nasa’I)”.

Apabila akad yang dilakukannya membawa keuntungan baginya, seperti menerima hibah, wasiat, dan sedekah, maka akadnya sah menurut Mazhab Hanafi. Sebaliknya apabila akad itu membawa kerugian bagi dirinya, seperti meminjamkan harta kepada orang lain, mewakafkan atau menghibahkannya tidak dibenarkan menurut hukum. 

Transaksi berdasarkan dari penerapan terahadap anak kecil yang Mumayyiz dalam hal ini terdapat manfaat dan mudharat sekaligus, seperti jual-beli, sewa-menyewa dan perserikatan dagang, dipandang sah menurut Hukum dengan ketentuan bila Walinya mengizinkan setelah dipertimbangkan dengan sematang-matangnya.

2) Dengan kehendak sendiri (bukan terpaksa)
Jual Beli Merupakan suatu kegiatan yang dilakukan tanpa adanya unsur keberatan atau terpaksaan baik dari pihak penjual maupun pembeli. Pembeli dengan secara sadar akan terhadap rencana pembelian yang benar dibutuhkan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku. Untuk menciptakan suatu penjualan yang baik, maka aturan terhadap jual beli dilakukan oleh orang yang berakal sehat (tidak gila, mabuk, dan belum dewasa).  

Dalam melakukan perbuatan jual beli, salah satu pihak tidak melakukan tekanan atau paksaan atas pihak lain. Akibatnya, pihak lain tersebut melakukan perbuatan jual beli bukan disebabkan kemauan sendiri, tetapi karena ada unsur paksaan.

3) Keduanya tidak mubazir
Pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian jual beli bukanlah manusia yang boros (mubazir), sebab orang yang boros di dalam hukum dikategorikan sebagai orang yang tidak cakap hukum. Maksudnya, dia tidak dapat melakukan sendiri sesuatu perbuatan hukum, walaupun kepentingan hukum itu menyangkut kepentingan sendiri. Dalam hal ini dinyatakan dalam surah Al-Isra’ ayat 27:

اِنَّ الْمُبَذِّرِيْنَ كَانُوْٓا اِخْوَانَ الشَّيٰطِيْنِ ۗوَكَانَ الشَّيْطٰنُ لِرَبِّهٖ كَفُوْرًا - ٢٧
Artinya:

Sesungguhnya orang-orang yang pemboros itu adalah saudara setan dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya.

4) Baligh
Baligh merupakan fase manusia meranjak dari anak-anak menuju remaja yang disertai dengan perubahan baik secara fisik maupun mental seseorang, umumnya baligh diketahui oleh para ulama mencapai usia lima belas tahun. Mereka sudah mengetahui bahwa sudah mencapai usia yang cukup umur untuk membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, maka jual beli yang dilakukan oleh anak kecil adalah tidak sah
. 

4. Macam-macam Jual Beli

Jumhur Fuqaha’ menjelaskan tentang macam-macam transaksi jual beli yang merupakan:

a. Shahih, Jual beli yang berkaitan dengan hukum agar memenuhi syarat dan rukun jual beli dari segi barang dan spesifikasi harga dan calon pembeli. Jual beli shahih merupakan jual beli yang bermaksud kejelasan hukum terhadap transaksi jual beli sehingga transaksi bersifat benar dan tidak meragukan objek/benda hingga sampai ke tanga pembeli, yang dijadikan transaksi jual beli. 
b. Ghairu Shahih, merupakan Jual Beli Fasid (rusak) yang tidak terpenuhinya terhadap syarat dan rukun jual beli. Jual beli ini merupakan golongan dari pada jual beli fasid dan bathil yaitu:
1) Jual beli bathil, merupakan jual beli yang tidak memenuhi syarat dan rukun dan memiliki kekurangan, contohnya transaksi yang dilakukan oleh orang gila (orang yang bukan cakap hukum) dan/atau jual beli Māl Ghairu Mutawaqawwin (benda yang tidak dibenarkan pemanfaatan secara Syar’i) seperti bangkai dan barang haram yang termasuk mudharat. Akad jual beli bathil ini dianggap tidak sah karena tidak memiliki tujuan hukum terhadap objek benda yang di perjual beli-kan. Namun masih terdapat dua macam jual beli bathil, yaitu: 
a) Jual beli Ma’dun, merupakan transaksi akad yang sifatnya belum jelas. Karena melakukan transaksi dengan benda/barang sebagai objek jual beli secara menunggu, seperti mentransaksikan jual beli buah yang masih putik dan belum diketahui kejelasan buahnya, dan hewan yang masih dalam kandungan induknya. Sehinnga kategori transaksi akad tersebut merupakan jual beli yang bathil.
b) Transaksi terhadap benda yang tidak dapat diserah terimakan kepada pembeli. Ulama’ hanafiyah, malikiyah maupun syafi’iyah berpendapat bahwa tidak sah apabila dalam transaksi akad tidak ada benda sebagai objek jual beli yang merupakan benda tidak dapat diserah terimakan sebagai transaksi jual beli, transaksi akad jual beli tersebut seperti ikan yang masih di laut
.
5. Jual Beli yang dilarang
Transaksi Akad jual beli terdapat berbagai sudut pandang yang harus dilaksanakan, seperti dalam hal sah dan tidak sah-nya suatu akad. Adapun Akad yang merupakan dari bagian jual beli yang terpenuhi rukun-rukun dan syarat-syaratnya serta dalam penerapan pada akad jual beli yang dilarang dan secara tidak sah karena bukan berlandaskan dari anjuran ajaran Islam yang tergolong dari transaksi bathil. Haram hukumnya apabila pelaksanaan akad bersifat fasid, yaitu kepemilikan benda yang masih belum jelas pada benda yang hendak dijadikan transaksi Jual Beli. Sehingga hal ini tidak sah penerapan akad
. Terdapat pandangan yang berbeda dari laarangan penerapan transaksi akad jual beli secara khusus, diantaranya sebagai berikut.

a. Jual Beli penipuan gharar, merupakan sebuah transaksi barang dengan penetapan waktu atau penyerahan barang secara syara’ yang berdampak pada transaksi akad menjadi terlarang, dalam hadits yang diriwayatkan Ahmad dari Ibnu Mas’ud r.a., “Janganlah kalian membeli ikan yang berada di dalam air, sesungguhnya yang demikian itu penipuan.”

b. Jual Beli terpaksa mudhar, transaksi akad yang dilakukan dengan harga dibawah standar dengan maksud terpaksa, dikarenakan untuk mencukupi kebutuhan dan bersifat makruh. Sehingga diterapkan pada syariat pinjaman lunak qiradh. Dalam sebuah atsar, perkataan Ali r.a, “akan datang pada suatu masa, sebagian orang ber-uang menggigit apa yang ada di tangannya, suatu perbuatan yang tak pernah diperintahkan.”
c. Larangan Jual Beli Masjid, menurut Imam Abu Hanafi, Imam Malik, dan Imam Syafi’I mengenai jual beli di masjid yaitu dimakruhkan, namun berbeda dengan Imam Ahmad yang mengharamkan transaksi jual beli di masjid. Sebagaimana Hadis Rasul, “jika kau melihat orang yang melakukan transaksi jual beli di masjid maka katakanlah: semoga Allah tidakkan memberi untung dari perdagangannya.”.

d. Larangan menimbun barang sehingga terjadi peningkatan harga sebagaimana Hadits Riwayat Abu Dawud, at-Tirmidzi, dan Muslim dari Muammar, “siapa yang melakukan penimbunan, maka dianggap bersalah. Pada konteks hadits tersebut hendaknya seorang selaku penjual melakukan dengan jujur dan tidak dengan menimbun barang yang hendak dijual hingga terjadi kelangkahan, baru menjualkan barang dagangannya sehingga harga menjadi melambung tinggi. Adapula pendapat dari Hadits Riwayat Ibnu Majah dan Al-Hakim dari Ibnu Umar, “orang dari golongan jalib (pelaku penjual yang menawar harga barang dan menjualkan barang dengan harga ringan) niscaya diberi rizki dan penimbun dilaknat.” Pada dasarnya, jual beli pastiya melakukan tawar-menawar dengan harga yang sesuai, namun barang tersebut jika sudah siap dijualkan lagi (dari pembeli) maka barang tersebut hendaknya habis, dan tidak melakukan penimbunan yang mengakibatkan kenaikan harga. “seburuk-buruknya hamba adalah si penimbun. Jika ia mendengar barang murah ia murka, dan jika barang menjadi mahal ia bergembira.”
e. Larangan menyembunyikan cacat sebagaimana dijelaskan Hadits Riwayat Ibnu   Majah, Daruquthni, Al-Hakim, dan Ath-Tharbani,”Seorang muslim itu saudara orang muslim, tidak halal bagi seorang muslim menjual kepada saudaranya yang cacat kecuali ia jelaskan.”
f. Larangan jual beli hari Jum’at, apabila pada waktu yang telah ditentukan pada hari jum’at, alangkah baiknya transaksi jual beli tersebut ditinggalkan atau diganti oleh orang yang cakap untuk melanjutkan jual beli
. Sebagaimana al-qur’an surah al-jum’ah ayat 9.

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا نُوْدِيَ لِلصَّلٰوةِ مِنْ يَّوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا اِلٰى ذِكْرِ اللّٰهِ وَذَرُوا الْبَيْعَۗ ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ -٩
Artinya:

Wahai orang-orang yang beriman! Apabila telah diseru untuk melaksanakan salat pada hari Jum‘at, maka segeralah kamu mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu menngetahui
. 

Apabila kamu dipanggil (diundang) oleh tukang bang pada hari Jum’at, hendaklah kamu pergi sembahyang Jum’at dan tinggalkanlah perdagangan, perusahaan dan apa-apa pekerjaanmu.

B. Konsep Islam Terhadap Penentuan Harga Barang Di bawah Pasaran

Harga merupakan suatu yang dijadikan acuan pada pelaksanaan transaksi akad yang digantikan berupa jasa maupun barang, dengan menetapkan sesuai pada perjanjian awal pada suatu transaksi. Harga hanya terjadi pada akad, ialah sesuatu yang direlakan dalam akad baik lebih sedikit/besar, atau sama dengan nilai barang. Biasanya harga dijadikan penukaran barang yang diridhai kedua belah pihak yang melakukan akad
. Peranan harga sangat penting, untuk menjaga dan posisi pasar. Peranan harga bagi perekonomian secara makro, konsumen, dan perusahaan adalah:

1. Bagi perekonomian. Harga produk memengaruhi upah, sewa, bunga, dan laba. Harga merupakan regulator dasar system perekonomian, karena harga berpengaruh terhadap alokasi faktor-faktor produksi seperti tenaga kerja, tanah, modal, dan kewirausahaan. Tingkat upah yang tinggi menarik tenaga kerja, tingkat bunga yang tinggi menjadi daya tarik bagi investasi modal, dan seterusnya.

2. Bagi konsumen. Dalam penjualan ritel (retail), ada segmen pembeli yang sangat sensitif terhadap faktor harga (menjadikan harga sebagai satu-satunya pertimbangan membeli produk) dan ada pula yang tidak. Mayoritas konsumen agak sensitif terhadap harga, namun juga mempertimbangkan faktor lain seperti (citra merek, lokasi toko, layanan, nilai (value) dan kualitas. Selai itu, persepsi konsumen terhadap kualitas produk seringkali dipengaruhi oleh harga. Dalam beberapa kasus, harga yang mahal dianggap mencerminkan kualitas tinggi, terutama dalam kategori specially product
. 
Harga adalah penentuan nilai uang-barang dan harga barang. Dengan adanya suatu harga, maka masyarakat dapat menjual suatu barang yang mereka miliki dengan harga yang umum dan dapat diterima. Menurut M. Abdul Manan keengganan orang Islam untuk menerima harga pasar sebagai sarana menuju kesejahteraan sosial membuat fungsi dari kelenturan harga kebutuhan dan Suplay menurut adat dan kebiasaan jadi terbatas. Reaksi terhadap “keperluan” akan perubahan dalam “pemasukan” dipandang sebagai hal yang lebih seperti dari pada “harga” dalam ekonomi islam. Kewajiban yang utama dalam analisis ekonomi Islam adalah menganalisa faktor-faktor atau kekuatan-kekuatan dasar yang memengaruhi “asal-usul” kebutuhan dan Suplay
.
 Dalam Penentuan Harga Jual melalui Konsep Islam merupakan Hal yang dipertimbangkan maupun dari sisi permasalahan terhadap Pelaku Penjual. Namun, ada sebagian contoh yang menyangkut dari Konsep Islam yang mesti dilakukan dari pelaksanaan Jual Beli diantaranya: 
a. Transaksi Jual Beli dengan melakukan penerapan pada penentuan Harga merupakan hal yang sulit dilakukan, karena penjual yang melakukan Transaksi barang yang hendak dijual merupakan harga yang telah ditetapkan secara kehendak dari Penjual itu sendiri.

b. Barang yang merupakan acuan dari objek Transaksi Jual Beli Untuk sebagian Masyarakat Umum, sehingga Pemerintah melakukan pada Penentuan Harga Jual Barang bukan berdasarkan Jual Harga dari Pelaku Transaksi Barang.

c. Penentuan Harga Jual melakukan harga yang telah ditentukan dari Distributor, dan terjadinya perbedaan dan aneka macam barang maupun Harga
.

Di dalam Ajaran Fiqh Islam memiliki dua macam istilah mengenai harga yang berbeda dari suatu Barang, as-Saman merupakan acuan dari suatu objek harga Jual barang. Dan at-Tas’ir al-Jabbari ialah harga barang yang sudah ditetapkan pada Transaksi Jual Beli di Pasar, Ulama Fiqh berpendapat teradapat dua macam dari at-Tas’ir al-Jabbari Yaitu:

1) Harga yang mengalami tanpa campur tangan Pemerintah. Hal ini dikarenakan Harga Jual Barang yang dilakukan oleh pelaku Jasa maupun Transaksi suatu Objek menerapkan harga yang sesuai dan wajar berdasarkan dari pertimbangan keuntungan yang dikelola baik oleh penjual. Sehingga, Masyarakat baik sebagai penjual maupun pembeli memperoleh kebebasan dan merugikan dari Pihak Pedagang Maupun Produsen pada saat menerapkan dari Transaksi Jual Beli.
2) merupakan suatu ketetapan dari Pemerintah yang sudah melalui pertimbangan pada suatu modal maupun pendapatan yang sesuai bagi kaum Pedagang hingga Produsen disamakan terhadap keadaan dari ekonomi yang riil dan daya beli pada masyarakat, dalam hal ini penetapan Harga Pemerintah disebut at-Tas’ir al-Jabbari
.

Jumhur Ulama menyetuhui terhadap Islam berpegang teguh terhadap Transaksi yang dilakukan di Pasar Umum terhadap perilaku pada Transaksi berdasarkan dari Penetapan Harga. Namun, terdapat ketentuan yang harus dilakukan dengan yang baik yaitu dengan menentukan harga yang adil berdasarkan penjualan pada Harga Pasaran. Islam memandang penjualan baik itu merupakan suatu Jasa, Norma, Etika Agama, bahkan perikemanusiaan yang menjadi dasar penting Pasar Islam, yaitu:

a) Tidak melakukan Transaksi Jual Beli dalam bentuk barang yang diharamkan

b) Bersikap benar, amanah, dan jujur

c) Menegakkan keadilan dan mengharamkan riba

d) Menerapkan kasih sayang

e) Menegakkan keadilan
.

Ibnu Taimiyyah memberikan pendapat mengenai dari naik dan turun suatu harga melainkan bukan semata disebabkan karena perilaku yang kurang baik dan tidak adil dalam menentukan Harga yang dilakukan pada saat Transaksi Jual Beli di Pasar. Dan disisi lain terdapat hal yang terjadi pada saat produk yang ditawarkan merupakan objek dari suatu kualitas berupa barang yang inefisiensi. Islam melarang Transaksi yang menjadikan suatu Jual Beli dengan yang tidak adil sehingga berdampak pada mensengsarakan suatu Pihak yaitu:

(1) Talaqqi Rukban yaitu suatu perilaku yang mencegah suatu pedagang yang merupakan pendatang (Khalifah) yang membawa barang dagangannya seperti kacang, beras, sayur-mayur ke Kota. Karena ketidaktahuan oleh pedagang yang dijual berdasarkan harga yang berlaku di Kota.

(2) Melakukan pengurangan timbangan dengan menjualkan dengan harga yang sama dengan hitungan lebih sedikit.

(3) Penjual menyembunyikan Barang yang cacat terhadap barang dagangan dengan tujuan mendapatkan kualitas yang buruk dengan harga yang baik.

(4) Menukar Kurma kering dengan Kurma basah juga termasuk yang dilarang, karena perbedaan kurma kering dan basah bisa berbeda dengan sisi kualitas maupun takaran pada harga.
(5) Menukar dengan Kurma kualitas yang bagus, dengan Kurma yang kualitas biasa hal ini tidak boleh. Sebab, setiap Kurma memiliki kualitas yang berbeda menurut pasaran. Rasulullah menyuruh menjual salah satu Kurma, kemudian dengan Kurma yang lain dengan uang.

(6) Najasy merupakan hal yang dilarang, karena penjual bermaksud ingin mendapatkan keuntungan dari sanjungan orang lain terhadap barang yang dijual merupakan kualitas yang baik sehingga membuat orang lain tertarik.

(7) Ikhtiar dilarang, dimana mengambil keuntungan diatas keuntungan normal dengan menjual lebih sedikit barang untuk harga yang lebih tinggi.

(8) Ghaban faahisy (besar) dilarang, yaitu menjual diatas harga pasar. Adapun yang dimaksud dengan ghaban di sini adalah selisih antara harga yang disepakati penjual dan pembeli dengan harga pasar akibat ketidaktahuan pembeli akan harga. Ghaban kecil diperbolehkan, sedangkan ghaban besar dilarang
.  

C. Tas’ir
1. Pengertian Tas’ir

Kata Tas’ir berasal dari kata Sa’ara-Yas’aru-Sa’ran. Yang berarti menyalakan. Lalu dibentuk menjadi kata as-Si’ru yang jamaknya As’ar yang artinya harga. Kata as-Si’ru ini digunakan di pasar
.

Para Ulama’ Fiqh membagi as-Si’ru itu kepada dua macam, yaitu:

a. Harga yang berlaku secara alami, tanpa campur tangan dan ulah para pedagang. Dalam hal seperti ini, para pedagang bebas menjual barangnya sesuai dengan harga yang wajar, dengan mempertimbangkan keuntungannya. Pemerintah, dalam harga yang berlaku secara alami ini, tidak boleh campur tangan, karena campur tangan pemerintah dalam kasus seperti ini boleh membatasi hak para pedagang.

b. Harga suatu komoditi yang ditetapkan pemerintah setelah mempertimbangkan modal dan keuntungan bagi pedagang dan keadaan ekonomi masyarakat. Penetapan harga ini disebut at-Tas’ir al-Jabari.

Menurut Imam Taqiyuddin an-Nabani, Tasir adalah perintah yang dikeluarkan oleh penguasa atau wakilnya atau siapa saja yang mengurus kepentingan umat Islam kepada pelaku pasar agar tidak menjual barang dengan harga tertentu dan melarang mark up agar tidak menaikkan harga, Atau menurunkan harga agar tidak merugikan pihak lain. Ini berarti mereka tidak boleh menaikkan atau menurunkan harga itu untuk kepentingan masyarakat
. 

Adapun pengertian dalam hukum Islam ada beberapa pengertian. Menurut Imam Ibnu Irfah (ulama 'Malikiyah), "Tas'ir adalah harga barang yang ditetapkan oleh otoritas seorang penjual makanan di pasar dengan jumlah dirham tertentu”
.

Para ulama merumuskan Tas'ir dalam bentuk syar'i, dimana Imam (penguasa), wakilnya, atau siapa saja yang mengurus urusan Islam memerintahkan pelaku pasar untuk tidak menjual barang dengan harga tertentu, melarang mereka menaikkan harga sampai harganya Harga yang dinaikkan atau harga yang lebih rendah agar tidak mengenai mereka. Oleh karena itu, mereka dilarang menaikkan atau menurunkan harga yang ditetapkan untuk kepentingan masyarakat
. Ini berarti bahwa negara mengintervensi (intervensi) harga dengan menetapkan harga tertentu untuk barang, dan adalah kepentingan masyarakat untuk melarang siapa pun menjual barang di atas atau di bawah harga yang ditetapkan.

Yusuf Qardhawi mengutip Ibnu Taimiyah yang mengatakan: “Harga ada dua bentuk, ada yang boleh dan ada yang haram. Tasir itu zalim dan itu haram sedangkan ada yang adil dan itu boleh”
. Qardhawi menyatakan bahwa jika harga dimanipulasi oleh memaksa penjual untuk menerima harga yang tidak disukainya, maka perbuatan tersebut tidak dibenarkan secara agama. Akan tetapi, jika penetapan harga itu mengarah pada keadilan bagi seluruh masyarakat, seperti membuat undang-undang untuk tidak menjual di atas harga resmi, maka hal itu boleh dan wajib diterapkan
. Misalnya, ketika faktor-faktor berikut hadir:

1) Penimbunan yang secara hukum sudah diatur dan dianggap sebagai ikhtiar jika memenuhi setidaknya dua syarat sebagai berikut: 

a. Objek penimbunan merupakan barang-barang kebutuhan masyarakat.

b. Tujuan penimbunan adalah untuk meraih keuntungan diatas keuntungan normal.

2) Monopoli secara fakta bahwa dengan adanya kekuasaan monopoli dalam industry maka pemusatan kekayaan berada dalam tangan-tangan perusahaan raksasa dan bisnis mereka yang terbsebaar luas telah menyebabkan praktek-praktek korupsi dan eksploitasi pada konsumen.

3) Dumping, hal ini terjadi pasar bersaing tidak sempurna. Suatu perusahaan terkadang melakukan kebijakan pengenaan harga yang berbeda untuk produknya yang sama di setiap pasar berlainan.

Menurut Qardhawi, jika pedagang menahan suatu barang, sementara pembeli membutuhkannya dengan maksud agar pembeli mau membelinya dengan harga dua kali lipat harga pertama. Dalam kasus ini, para pedagang secara suka rela harus menerima penetapan harga oleh pemerintah. Pihak yang berwewenang wajib menetapkan harga itu. Dengan demikian, penetapan harga wajib dilakukan agar pedagang menjual harga yang sesuai demi tegaknya keadilan
.

2. Dasar Hukum Penentuan Harga

Konsensus di kalangan Ulama’ Fiqh adalah bahwa tidak ada ketentuan harga seperti penentuan harga barang di dalam Al-qur’an. Adapun Hadits Nabi Muhammad, ditemukan ditemukan beberapa hadits, dan dari logika hadits tersebut, menetapkan harga yang diperbolehkan. Menurut kesepakatan Ulama’ Fiqh, factor domain pembentukan dasar hukum at-Tas’ir al-Jabari adalah maslahah mursalah.

Hadis Rasulullah Sallallahu ‘Alaihi Wasallam yang terkait pengolahan harga adalah sebuah hadits Anas Ibn Malik. Dalam riwayat itu dikatakan:

غَلاَ السِّعْرُ فَقَلَ النَّاسُ: يَارَسُوْلَ للَّهِ غَلاَ السِّعْرُ فَسَعِّرْلَنَا فَقَالَ رَسُوْلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَ سَلَّىمَ: أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْمُسَعِّرُ الْقَابِطُ الْبَاسِطُ الرَّازَقُ وَأَنِّى لَأَرْجُوْ أَنْ أَلْقِيَ اللَّهَ وَلَيْسَ أَحَدٌ يَطْلبُنِيْ بِمَظْلِمَةٍ فِيْ دَمٍ وَلاَ مَالٍ (رواه البخارى)

Artinya:

“Pada zaman Rasulullah Sallallahu ‘Alaihi Wassalam terjadi pelonjakan harga di pasar, lalu sekelompok orang menghadap Rasulullah Sallallahu ‘Alaihi Wassalam seraya mereka berkata: Ya Rasulullah harga di pasar kian melonjak begitu tinggi, tolonglah tetapkan harga itu. Rasulullah Sallallahu ‘Alaihi Wassalam menjawab: sesungguhnya Allah-lah yang berhak menetapkan harga, dan menahannya, melapangkan dan memberi rezeki. Saya berharap akan bertemu dengan Allah dan janganlah seseorang diantara kalian menuntut saya untuk berlaku zalim dalam soal harta dan nyawa.” (Hadis Riwayat al-Bukhari, Muslim, Abu Dawud, at-Tirmidzi, Ibn Majah, Ahmad ibn Hambal, dan Ibn Hibban)
.

Dalam hadis ini, Nabi menegaskan bahwa tidak adil mencampuri urusan masalah pada pribadi orang lain tanpa kepentingan paksaan, berarti sesuatu perbuatan zalim
. Namun jika kondisi pasar itu tidak normal, contohnya ada beberapa pedagang menimbun dan pedagang melakukan spekulasi harga, maka pasar publik harus lebih tinggi dari pasar pribadi. Dalam hal ini, pemerintah dapat menetapkan harga unutk memuaskan kepentingan rakyat, mencegah perilaku kesewenang-wenangan, dan mengurangi keserakahan mereka.

Oleh karena itu, makna hadis tersebut tidak bermaksud bahwa penerapan dalam menetapkan harga itu dilarang secara mutlak, sekalipun untuk menghilangkan bahaya dan mencegah terjadinya kezaliman. Di mata para ahli, ada penetapn harga yang tidak adil dan terlarang serta yang masuk akal dan legal.

Namun, apabila penetapan harga dilakukan secara adil dan tidak terlibatnya suatu paksaan bagi yang melakukan transaksi sewajarnya hingga tercapainya suatu transaksi dengan tidak melakukan mempermainkan harga, hal ini wajar saja. Bahkan dapat dikatakan wajib untuk melakukan adil terhadap suatu harga, baik keuntungan dari pihak penjual maupun pembeli merasakan untung bersama-sama.

3. Pendapat Ulama’ Tentang Tas’ir

Jika kenaikan Harga di pasar karena ulah para spekulan menimbun barang (ikhtikar), maka stok barang di pasar akan habis dan harga barang berubah menjadi sangat mahal, maka dalam hal ini, para ulama’ fiqh berbeda pendapat tentang hukum pemerintah dalam menentukan produknya.

Ulama’ Syafi’iyah, sebagian ulama’ Hanabilah, dan Imam Asy Syaukani berpendapat bahwa dalam situasi seperti ini dan kondisi apapun penetapan harga itu tidak dapat dibenarkan, dan jika dilakukan hukumnya haram. Menurut mereka, baik harga itu melonjak naik yang disebabkan ulah para pedagang maupun disebabkan hukum alam, tanpa campur tangan dalam penetapan harga tidak dibolehkan
.

Yahya Ibn Umar berpendapat, bahwa penetapan harga tidak boleh dilakukan. Dalam Sejarah Ekonomi Islam oleh Ir. H, Adiwarman Azwar Karim, Yahya Ibn Umar melarang kebijakan penetapann harga jika kenaikan harga terjadi adalah semata-mata hasil interaksi penawaran dan permintaan yang alami. Dengan kata lain, dalam hal demikian, pemerintah tidak punya hak untuk melakukan intervensi harga. Hal ini menimbulkan perbedaan jika kenaikan harga diakibatkan oleh ulah manusia. Ketika terjadi suatu aktifitas yang dapat membahayakan kehidupan masyarakat luas, maka pemerintah sebagai institusi formal yang memikul tanggung jawab menciptakan kesejahteraan umum, berhak melakukan intervensi harga
.

 Menurut Ibn Say, Nabi menolak melakukan penetapan harga tersebut Karena pasar dalam keadaan normal. Dalam artian, bahwa kekurangan barang bukan disebabkan tindakan tidak adil seseorang seperti penimbunan, kecurangan dan lainnya, melainkan dipicu oleh kondisi obyektif Kota Madinah pada saat itu, yang memang supply barang import terhambat
.
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